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BAB  I
PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Jawa Barat

       Berdasarkan data sejarah (Staatsblad Nomor 378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat Tingkat I merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Hindia Belanda.  Pembentukan Provinsi Jawa Barat tersebut, nama resminya West Java Provinsi bagi kalangan Belanda atau formal pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Pasundan bagi kalangan orang bumi putera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji pemerintah kerajaan Belanda tahun 1901 yang memberikan hak otonomi kepada pemerintah Indonesia.  Tahun-tahun berikutnya baru dibentuk Provinsi Jawa Timur (Oost Java Provinci).

       Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru di mulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan.  Kenyataan lain menunjukan, jauh sebelum tahun tersebut di daerah Jawa Barat telah tumbuh dan berkembang suatu pemerintahan tertentu walaupun bentuk, sistem, dan strukturnya berlainan dengan tingkat Provinsi. Paling tidak sejak abad ke-5 di Jawa Barat telah tumbuh suatu pemerintahan yang teratur, yaitu berbentuk kerajaan.  Kerajaan dimaksud bernama Tarumanagara dan salah seorang rajanya adalah Purnawarman.  sudah barang tentu bentuk pemerintahan demikian tidak terwujud sekali jadi, melainkan melalui proses yang tidak sebentar.      
Menurut sumber, pemerintahan berbentuk kerajaan muncul pada abad ke-2 Masehi, yaitu pemerintahan Kerajaan Salakanagara dengan ibukotanya Rajatapura dan pendirinya Dawawarman.  

       Dari data sejarah tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 11 meliputi : Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon.  Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru dimulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan,

       Sejak masa kerajaan Tarumanagara hingga lahirnya Provinsi Jawa Barat, di daerah Jawa Barat tiada henti-hentinya berlangsung suatu pemerintahan yang teratur namun bentuk, struktur dan sistem pemerintahan serta pusat pemerintahan dan pemegang kekuasaan mengalami perubahan dan pergantian juga perkembangan.

       Adapun sistem dan struktur pemerintahan kabupaten-kabupaten di priangan (sejak abad ke-17) serta di banten dan cirebon (sejak abad ke-19) dipengaruhi pula oleh konsep pemerintahan Jawa dari zaman Mataram dan konsep pemerintahan Barat yang dibawa oleh orang belanda dan orang inggris.

       Jika bentuk pemerintahan di Jawa Barat sejak zaman Kerajaan Tarumanagara hingga Kerajaan Sunda umumnya cenderung berpusat pada satu pemerintahan pusat, tetapi pada masa Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, hingga masa kompeni terbagi atas lebih dari satu pusat pemerintahan.

       Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda terdapat dualisme sistem pemerintahan di daerah Jawa Barat, yaitu antara sistem pemerintahan kolonial yang berdasarkan konsep Barat yang berlaku untuk orang-orang Eropa dan hubungan mereka dengan penguasa-penguasa pribumi (bupati) dengan sistem pemerintahan tradisional yang berdasarkan konsep yang tumbuh dalam masyarakat pribumi sendiri serta berlaku dari Kabupaten ke bawah.

       Lokasi pusat pemerintahan mengalami beberapa kali perpindahan, sesuai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempengaruhinya dan terjadinya peristiwa dan timbulnya suasana pemerintahan.  Sedangkan pemegang kekuasaan berganti-ganti secara individual dan dinasti seiring dengan masalah usia manusia (pergantian generasi) dan perubahan politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya.

       Gubernur Jendral H. W. Deandels merupakan penguasa kolonial pertama yang mengeluarkan peraturan tertulis mengenai Pemerintahan di Jawa Barat (1809), sedangkan sebelumnya pemerintahan kolonial diatur hanya berdasarkan kebijakan-kebijakan para pejabat kolonial setempat.  Baru pada tahun 1854 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebuah undang-udang yang berlaku umum yang dinamai Regeringsregrelement (RR).

       Pada tahun 1906 dibentuk Gementee (sekarang kotamadya) di enam buah kota di daerah Jawa Barat (Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Sukabumi, Bandung, dan Cherebon) yang merupakan pemerintah daerah otonom pertama di Indonesia, walaupun fungsinya baru kepentingan orang-orang Eropa setempat.

       Sekitar 19 tahun kemudian barulah dibentuk daerah otonom yang lebih luas yang meliputi seluruh daerah Jawa Barat (dulu Jakarta dan Jatinegara masuk dalam wilayah pemerintahan Jawa Barat) dalam bentuk Provinsi.  Pada masa itu pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Jakarta dan kepala daerahnya disebut gubernur yang selalu dipegang oleh orang Belanda.

       Pada masa itu pula lahir Lembaga Legeslatif secara formal dalam struktur pemerintah daerah yang sekarang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Lembaga Legeslatif daerah dimaksud adalah Gemeenteraad bagi tingkat Gemeente, Regentschapsraad bagi tingkat Kabupaten, dan Provincieraad  bagi tingkat Provinsi.

       Anggota legestalif daerah Jawa Barat (seperti juga di daerah-daerah lainnya dan di pusat atau  Volksraad)  di domonasi oleh orang Belanda, baru kemudian dalam jumlah kecil terapat anggota dari kalangan orang pribumi (Indonesia) dan orang Timur Asing (Cina, India, dan Arab).

       Ketua Lembaga Legeslatif tersebut ditempati oleh kepala daerah yakni Burgemeester (Walikota) pada tingkat Gemeente, Bupati pada tingkat Kabupaten, Gubernur pada tingkat Provinsi.  sebagian anggota Lembaga Legeslatif daerah itu dipilih oleh rakyat tertentu (tidak semua rakyat dewasa mempunyai hak pilih), sebagian lagi diangkat oleh pemerintah daerah setempat.

       Pada masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) pemerintah daerah tingkat Provinsi ditiadakan.  Yang ada hanyalah pemerintah daerah tingkat karesidenan (Shu) kebawah, yaitu Kotamadya (Si), Kabupaten (Ken), Kewadanan (Gun), Kecamatan (Son), dan Desa (Ku).  Kiranya hal itu dimungkinkan, karena terlebih dahulu wilayah Indonesia dibagi atas tiga daerah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh suatu kesatuan militer.

       Sesudah Indonesia merdeka (1945) pemerintah daerah tingkat provinsi diadakan lagi.  Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945.  Menurut keputusan tersebut wilayah Republik Indonesia dibagi atas 8 daerah admnistrasi peemrintahan berupa provinsi yang salah satu diantaranya ialah Provinsi Jawa Barat.  

       Ibukota Provinsi Jawa Barat pada mulanya tetap di Jakarta, namun karena kemudian di Jakarta terjadi kekacauan sesudah kedatangan tentara Belanda di bawah NICA (Netherland Indie Civil Administration), pimpinan dan pemerintahan Republik Indonesia meninggalkan kota tersebut, maka ibukota provinsi Jawa Barat pun di pindahkan ke Kota Bandung (awal tahun 1946).  Sejak waktu itu hingga sekarang ibukota Provinsi Jawa Barat tetap berkedudukan di Kota Bandung.  

       Selama masa Republik Indonesia yang telah berjalan lebih dari 47 tahun telah banyak terjadi peristiwa dan perubahan suasana di dalam pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan di daerah Jawa Barat.  Pada tahun 1956 daerah ibukota RI Jakarta dipisahkan dari daerah administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat, karena dibentuk Daerah Istimewa Jakarta dan kemudian menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kedudukannya setingkat provinsi.

       Beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, telah dilahirkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemerintahan daerah itu.  Bebrapa ujian berat telah dialami pula oleh pemerintah Daerah Jawa Barat beserta warganya.  Dewasa ini, sejak lahirnya Orde Baru (1966), Pemerintahan Daerah Jawa Barat beserta seluruh warganya tengah berupaya keras melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan rakyat, dengan titik berat pada bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

       Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 11 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), M.Sewaka (1946-1952), R.Muhamad sanusi Hardjadinata (1952-1956), R.Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashidu (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H.Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993), R.Nuriana (1993-2003) dan H.Danny Setiawan (2003 – 2008), Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi (2008-2013)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekertariat Daerah (Setda) yang meliputi : Sekertaris daerah dan Assisten-Assisten : Pemerintahan, Perekonomian, Adminsitrasi dan Kesejahteraan Sosial serta biro-biro yang seluruhnya 13 biro ; 20 Dinas ; 16 Badan ; 1 Kas Daerah, 1Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jakarta. 

Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Periklanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa barat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dians Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Indagro.

       Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Sekertaris Daerah dan dibantu oleh Asisten-Asisten :
1. Asisten Pemerintahan :

a. Biro Desentralisasi 

b. Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

c. Biro Hukum

2. Asisten Perekonomian :

a. Biro Sarana Perekonomian 

b. Biro Bina Produksi

c. Biro pengendalian Program

3. Asisten Kesejahteraan Sosial :

a. Biro Pelayanan Sosial Dasar

b. Biro Pengembangan Sosial

4. Asisten Administrasi :

a. Biro perlengkapan

b. Biro kepegawaian

c. Biro Umum

d. Biro Organisasi

e. Biro Keuangan

1.1.2 Arti Lambang Jawa Barat
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Gambar 1.1 Lambang Jawa Barat

Sumber : Data Pemerintah Jawa Barat

1. Arti Lambang Jawa Barat KUJANG

· Gambar pokok

· Sebuah alat serba guna yang sangat di kenal di hampir di setiap rumah tangga sunda

· Jika perlu di gunakan sebagai alat penjaga diri

· Lima lubang melambangkan lima dasar pokok negara “pancasila”

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2. PADI

· Bahan makanan pokok di Jawa Barat serta sekalian melambangkan pangan

· Sejumlah padi 17 menyatakan hari ke-17 dari bulan Proklamasi

3. KAPAS

· Melambangkan sandang

· Jumlah kapas 8 menyatakan bulan ke-8 dari bulan Proklamasi. 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa barat

4. GUNUNG

Bagian terbesar Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan

5. SUNGAI DAN TERUSAN

Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

6. SAWAH, PERKEBUNAN

· Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat

· Perkebunan 

· di bagian Utara dan Selatan

7. DAM, SALURAN AIR DAN BENDUNGAN

Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan pekerjaan yang mendapat perhatian pokok, mengingat sifat agraris daerah jawa Barat

8. “GEMAH RIPAH REPEH RAPIH”

Sebuah pepatah lama di kalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

1.1.3 Visi dan Misi Jawa Barat

1.1.3.1 Visi Jawa Barat 

“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”

· Mandiri : Adalah kondisi Jawa Barat yang secara produktif mampu memenuhi kebutuhan pangan, energi dan sumber daya air, pendidikan dan kesehatan.

· Dinamis : Kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan jaman.

· Sejahtera : Adalah kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan bathin merasa aman, sentosa, makmur dan tenteram ( gemah ripah repeh rapih ).

1.1.3.2 Misi Jawa Barat 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Misi sebagai berikut :

· Meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta mengutamakan perberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

· Menciptakan kehidupan beragama yang cerdas, taat, rukun, toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya yang mengedepankan kearifan lokal.

· Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal dan ramah lingkungan.

· Menyelaraskan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

· Reformasi birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi kepada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro publik. 

· Mengkokohkan ketahanan bangsa dan kualitas demokrasi dengan pendidikan politik yang menyertakan masyarakatdalam pembangunan politik.

· Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan peran musyawarah dalam pemanfaatan sumber daya dan investasi.

1.2 Struktur Biro Umum

Struktur organi sasi merupakan pengelompokan suatu lembaga-lembaga berdasarkan tempat and kewenagannya dalam organisasi secara formal.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat
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Sumber : PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2000
Pada bagian Biro Umum di kepalai oleh kepala Biro, kepala Biro membawahi lima bagian - bagian tata usaha dan protokol, bagian rumah tangga, bagian keuangan setda, bagian hubungan masyarakat, dan bagian sandi tele komunikasi.

Bagian tata usaha dan protokol membawahi tiga sub bagian, sub bagian tata usaha umum, sub bagian protokol, dan sub bagian tata usaha pemimpin. bagian rumah tangga membawahi dua sub bagian, sub bagian rumah tangga SETDA dan sub bagian rumah tangga pemimpin. Bagian keuangan SETDA membawahi dua sub bagian, sub bagian belanja pegawai dan perjalanan dan sub bagian belanja lain-lain. Bagian hubungan masyarakat membawahi tiga sub bagian, sub bagian internal, sub bagian eksternal dan sub bagian publikasi. Bagian sandi dan telekomunikasi membawahi dua sub bagian, sub bagian ADM telekomunikasi dan sarana telekomunikasi.

       Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut di dasarkan pada PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2000.
1.3 Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Bagian HUMAS Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat
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Sumber : PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2000
Bagian Hubungan Masyarakat di kepalai oleh kepala bagian yang membawahi tiga kepala sub bagian yang pertama kepala sub bagian pelayanan internal kedua kepala sub bagian eksternal dan ketiga kepala sub bagian publikasi.

Masing-masing Sub Bagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat .
1.4 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian, Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pasal 165
(1) Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitas, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga; 
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat, protocol, tata usaha, dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;

c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;
(3) Rincian Tugas Biro Humas, Protokol dan Umum :

a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Humas, Protokol dan Umum;
b. Merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitas hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;

d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi protocol, tata usaha dan kepegawaian;

e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi sandi dan telekomunikasi;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi sandi dan telekomunikasi;

g. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat,protocol,tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;

h. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;

i. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Biro;

j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

l. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Humas, Protokol dan Umum;

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(4) Biro Humas, Protokol dan Umum membawahkan:
a. Bagian Hubungan Masyarakat;

b. Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian;

c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi;

d. Bagian Rumah Tangga.
Pasal 166
(1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi;

c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi.

(3) Rincian Tugas Bagian Hubungan Masyarakat:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Hubungan masyarakat;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum kehumasan;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peleyanan informasi internal dan eksternal;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi publikasi;

e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kehumasan, meliputi pelayanan informasi internal dan eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan;

f. Menyelenggarakan pemeliharaan akurasi informasi dan dokumentasi;

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian hubungan masyarakat;

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bagian  Hubungan Masyarakat membawahkan :

a. Subbagian pelayanan internal dan eksternal;

b. Subbagian publikasi.

Pasal 167

(1) Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian pelayanan Internal Eksternal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyususnan bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluais pelayanan informasi internal dan eksternal.

(3) Rincian Tugas Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian pelayanan Internal dan Eksternal;
b. Melaksanakan penyusunan bhan kebijakan penerangan, pemberitaan, dan dokumentasi;

c. Melaksanakan penyampaian bahan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang;

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerangan, pemberitaan, dokumentasi dan pendistribusian informasi;

e. Melaksanakan pengelolaan bahan penerangan dan pemberitaan;

f. Melaksanakan pemeliharaan akurasi informasi;

g. Melaksanakan pelayanan informasi internal dan eksternal;

h. Melaksanakan pengelolaan bahan dokumentasi;

i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai denganj sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 168

(1) Subbagian publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi publikasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian publikasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum publikasi;
b. Pelaksaan koordinasi dan fasilitasi publikasi;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi publikasi.
(3) Rincian Tugas Subbagian Publikasi :

a. Melaksanakan penyususnan program kerja subbagian publikasi;

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum punlikasi;

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi publikasi melalui media cetak,elektronik dan media luar ruang;

d. Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi;

e. Melaksanakan penyusunan  bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian evaluasi;

g. Melaksanakana koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pasal 169

(1) Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasin protocol, tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol. Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a.  Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum protocol;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi protocol dan tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi protocol dan tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(3)   Rincian Tugas Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian :

       a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian protocol, Tata Usaha dan Kepegawaian;

       b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum protocol dan tata usaha;

      c.  Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi protocol;

      d. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi tata usaha;

      e. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

f. Menyelenggarakan ketata usahaan biro;

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembilan kebijakan;

h. Menyelnggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

i. Menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan bagian protocol, tata usaha dan kepegawaian;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4)  Bagian protocol, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan :

a. Subbagian Protocol;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah.
Pasal 170

(1) Subbagian mempunyai tugas pokok meleksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi keprotokolan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian protocol mempunyai fungsi :

a. Pelaksnaan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi keprotokolan.

(3) Rincian Tugas Subbagian Protokol :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian protokol;

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan;

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;
d. Melaksanakan upacara, acara pelantikan, rapat dan acara lainnya;

e. Melaksanakan penerimaan kunjungan tamu Negara, penjabatan, tamu asing serta tamu lainnya;

f. Melaksanakan kunjungan pimpinan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi, atau luar Provinsi;

g. Melaksanakan acara jamuan resmi bagian pimpinan;

h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengmbilan kebijakan;

i. Melaksanakan pelaporan dahn evaluasi kegiatan subbagian protocol;

j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 171
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketata usahaan secretariat daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Sekretariat daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketatausahaan Sekretariat Daerah;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketatausahaan secretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha ;

a. Melaksanakan  penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat Daerah;

c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat Daerah;

d. Melaksakan fasilitasi dan koordinasi ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. Melaksanakan penyediaan, penggandaan dan pendistribusian naskah dinas serta pengamanan penyimpanan sementara dokumen Sekretariat Daerah;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah;

g. Melaksanakan ketatausahaan pimpinan, meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretariat daerah dan Assistant serta Biro Humas, Protokol dan Umum;

h. Melaksanakan penyusunan agenda kegiatan pimpinan;

i. Melaksanakan pendistribusian naskah dinas untuk OPD;

j. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kearsipan;

k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian tata usaha;

m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 172

(1) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi,  pelaporan serta evaluasia dministrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi administrasi kepegawaian Sekretariat daerah;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian secretariat Daerah :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah;

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

d. Melaksankan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian Sekretariat Daerah;

e. Melaksanakan pengelolaan kenaikan gaji berkala pegawai Sekretariat Daerah;

f. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pension pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian kesejahteraan serta tugas/ ijin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan tekhnis dan fungsional, DUK, DP3, ijin pernikahan dan ijin perceraian;

g. Melaksanakan penyiapan pengusulan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai Sekretariat Daerah;

h. Melaksanakan pengelolaan poliklinik Sekretariat Daerah;

i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai Sekretariat Daerah;

j. Melaksnakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah;

l. Melaksnakan koordinasi dengan nunit kerja terkait;

m. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.5 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1

Inventaris HUMAS Provinsi Jawa Barat

	NO
	Infentaris
	Jumlah

	14
	Kursi kerja
	10

	15
	Kursi sekata
	2

	16
	Kursi Biro
	5

	17
	Brangkas
	1

	18
	Whiteboard
	1

	19
	Lemari kayu 2 pintu
	2

	20
	Rak buku
	2

	21
	Jam dinding
	2

	22
	Meja kecil
	1

	23
	Meja telephon
	1

	24
	Cermin
	1

	25
	Bagan Struktur
	1
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Sumber; Humas Sekrtaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun 2009.
1.6 Lokasi dan Waktu PKL

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan di laksanakan di  Bagian Hubungan Masyarakat Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Bandung 40115.
1.6.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek dilaksanakan selama 30 Hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 10 Agustus 2009.

BAB  II
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
2.1 Kegiatan Kerja Praktek Lapangan

Pada pelaksanaannya penulis melaksanakan kerja praktek di instansi pemerintah yaitu Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Penulis di tempatkan di bagian Biro Umum tepatnya di bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada awal pertemuan dengan pembimbing Kerja Praktek di Pemprov Jabar penulis di jelaskan apa saja peraturan yang harus di taati dan apa saja yang harus dikerjakan. Pada bagian HUMAS Pemprov Jabar memiliki aturan-aturan yang harus di laksanakan pada saat kerja praktek. Ketentuan tersebut adalah :

1. Kepada yang melaksanakan kerja praktek wajib melakukan apel pagi yang di laksanakan oleh Pemprov Jabar.

2. Kepada yang melaksanakan kerja praktek wajib menggunakan jas almamater Universitas dalam melaksanakan kegiatan apapun.

3. Kepada yang melaksanakan kerja praktek wajib mengunakan pakaian yang rapih dan tidak di perkenankan menggunakan celana jins.

4. Kepada yang melaksanakan kerja praktek wajib melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan

5. Kepada yang melaksanakan kerja praktek wajib mengisi absent.

Aturan lain yang di tetepkan adalah pelaksanaan kerja praktek di bagi atas 2 (tiga) bagian yang pertama bagian Internal, dan bagian Eksternal.
Tabel 1.2

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

	No
	HARI & TANGGAL
	JAM DATANG
	AKTIVITAS RUTIN
	Rutin
	Insidental

	1. 
	SENIN, 
10-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	Pengarahan dari Pembimbing Lapangan
	√
	

	2. 
	SELASA, 11-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Pengarahan

-Kliping

-Analisis Berita


	√
	

	3. 
	RABU,   12-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel pagi

-Kliping 

-Analisis berita


	√
	

	4. 
	KAMIS,   13-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	5. 
	JUMAT, 14-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	6. 
	SENIN,   17-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	7. 
	SELASA, 18-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	8. 
	RABU,   19-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	9. 
	KAMIS,  20-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	10. 
	JUMAT, 21-08-09
	07.30 - 15.30 WIB
	-Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita
	√
	

	11. 
	SENIN,   24-08-09
	
	 Sakit
	
	

	12. 
	SELASA, 25-08-09
	
	        Sakit
	
	

	13. 
	RABU,   26-08-09
	
	Sakit
	
	

	14. 
	KAMIS,   27-08-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	15. 
	JUMAT, 28-08-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel Pagi

-Kliping

-Analisis berita


	√
	

	16. 
	SENIN,   31-08-09
	08.00-15.30 WIB
	-Apel pagi

-Meliput Berita
-Membuat Bahan Berita

	√
	

	17. 
	SELASA, 01-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	18. 
	RABU,   02-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	19. 
	KAMIS,  03-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	20. 
	JUMAT, 04-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	21. 
	SENIN,   07-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	22. 
	SELASA, 08-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	23. 
	RABU,   09-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	24. 
	KAMIS,   10-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	25. 
	JUMAT, 11-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	26. 
	SENIN,   14-09-09
	
	Ijin

	
	

	27. 
	SELASA, 15-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	28. 
	RABU,   16-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	29. 
	KAMIS,   17-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	

	30. 
	SELASA, 29-09-09
	08.00-15.30 WIB
	- Apel pagi

-Meliput Berita

-Membuat Bahan Berita

	√
	


Sumber :Analisis Penulis

2.2 Deskripsi Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun beberapakegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis selama masa Praktek Kerja Lapangan (atas perintah pembimbing dan pimpinan di Bagian Humas Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat) maupun yang biasa dilakukan oleh para pegawai Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Apel Pagi

Apel pagi merupakan suatu kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai baik staf atau jajaran yang berada di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat setiap pagi yakni dimulai dari pukul 07.30 – 08.00 yang bertempatkan di halaman Gedung Sate Bandung.

Apel pagi yakni kegiatan upacara yang dilakukan secara singkat untuk secara bersama – sama mengetahui segala informasi mengenai segala sesuatu yang berada di dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, seperti contohnya informasi mengenai berita suka cita, berita duka, informasi peningkatan kerja pegawai, kedisiplinan, acara-acara, serta pesan – pesan lainnya yang disampaikan langsung oleh pemimpin apel.

Kegiatan apel pagi memang sudah menjadi kewajiban yang perlu dilakukan. Pegawai serta mahasiswa pelaksana praktek kerja lapangan terlebih dahulu harus mengisi daftar hadir / absensi sebelum apel pagi dimulai dan jumlah dari hasil keseluruhan  pegawai yang mengikuti apel pagi akan dihitung terlebih dahulu serta di umumkan oleh pemimpin barisan dari masing – masing divisi atau biro.

2. Membaca Koran



Membaca adalah suatu usaha memahami sesuatu yang mengandung arti, sesuatu itu dapat berupa lmbang – lambing verbal, sikap, gerak gerik, nada, suara dan sebagainya.


Membaca koran adalah kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh mahasiswa PKL di bagian Humas Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan untuk mengetahui informasi – informasi dan berita yang up to date mengenai Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan informasi – informasi lainnya agar penulis dapat mengetahui informasi terbaru setiap harinya dan dapat menambah wawasan, untuk dapat menjadi seorang Humas yang berwawasan luas. Karena seorang Humas yang baik adalah Humas yang mengerti dan memahami setiap ha, bukan mengenai pekerjaan dan perusahaannya saja, tetapi hal – hal penunjang lainnya. Dan salah satunya untuk memahami dan menambah wawasan adalah dengan membaca koran. Bagian Humas Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan semua koran yang terbit di kota Bandung setiap harinya. Selain dari kebutuhan akan informasi, tetapi kegiatan membaca koran ini juga ditujukan sebagai salah satu cara untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan/kegiatan lainnya. Yakni membuat kliping mengenai Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Senam Pagi

     Aktifitas senam pagi ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa/i PKL ataupun para pegawai di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat setiap hari jum`at pagi sebelum memulai aktifitas kerjanya. Senam pagi ini biasanya di ikuti oleh sebagian besar ibu-ibu dan sebagian kecil bapak-bapak staf di Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang instruktur senam yang seusia dan cukup sesuai dengan para pegawainya sendiri. Senam pagi ini dilakukan dan ditujukan bukan hanya sebagai sarana kesehatan dan kebugaran para pegawai di lingkungan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, akan tetapi juga sebagai salah satu saran dan upaya untuk bersilaturahmi antar pegawai, baik sesame divisi atau dengan divisi lainnya dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.


Senam pagi ini merupakan pengalaman yang paling mengesankan, diantara tugas/kegiatan rutin lainnya, selain dari penulis melakukan kegiatan senam pagi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, apalagi dengan kebanyakan ditemani oleh ibu-ibu. Selain dari itu juga penulis dapat lebih kenal dengan para pegawai yang lainnya dan berbincang-bincang. Ini merupakan salah satu kesempatan terhadap penulis/mahasiswa yang PKL untuk mendapatkan sumber pengetahuan dan pengalaman yang lainnya, baik yang berhubungan dengan perusahaan maupun yang lainnya.
4. Bimbingan Kehumasan 


Hubungan Masyarakat (HUMAS) merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang bertugas menangani masalah eksternal (diluar dari perusahaan/ organisasi). Hal ini dilakukan kepada mahasiswa/I yang sedang PKL khususnya di Bagian Humas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mereka mengetahui apa arti atau pekerjaan dari Humas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, sehingga mereka juga tidak merasa bingung posisi humasnya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinis Jawa Barat.


Mahasiswa/I PKL dibimbing dan dijelaskan bahwa apabila ingin menjadi seorang Humas yang sebenarnya harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan angka kredit atau dengan jelasnya dapat menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan tugas-tugas yang bersifat kehumasan sendiri yang salah satunya adalah membangun citra baik suatu perusahaan, harus dapat menjembatani komunikasi yang baik antara atasan dengan bawaha, begitu juga dengan antar pegawai dan juga dengan instansi – instansi eksternal lainnya. Penjelasan tersebut merupakan tugas yang tercantum dan yang diberikan Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar terciptanya suatu perusahaan yang baik.

5. Membuat Kliping


Kliping ini berisi mengenai informasi-informasi atau berita mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara umum maupun khusus yang dirangkum dari berbagai media cetak. Tugas Kliping ini menjadi tugas rutin bagi mahasiswa/I PKL, dilakukan dalam surat kabar terdapat artikel-artikel yang berhubungan dengan Berita di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan menempel artikel yang telah digunting tersebut pada kertas kliping dengan keterangan nama surat kabar, tanggal terbit, dan judul berita.


Kliping adalah salah satu usaha menyususn kembali beberapa tulisan yang pernah dimuat oleh media etakterutama surat kabar, yang artinya “kliping adalah kumpulan guntingan surat kabar,maupun sumber lainnya yang sedang atau akan menarik perhatian disusun dengan system tertentu dalam suatu susunan”. (Lasa,1994:103)


Sejalan dengan pengertian diatas maka Ensyclopedia International 1972 volume 10 halaman 541 seperti disebutkan Kliping adalah guntingan – guntingan Koran atau majalah yang biasanya dikumpulkan terlebih dahulu dalam folder lipatan atau amplop yang kemudian ditempelkan pada lembaran-lembaran yang disusun dengan system tertentu dalam suatu folder, laci, map dan lain-lain. (Lasa,1994 :103).


Kliping yang disusun dengan system tertentu pada proses akhirnya didokumentasikan informasi yang dianggap penting seperti yang dikemukakan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1990 menyebutkan kliping adalah guntingan artikel atau berita dari surat kabar, majalah dan sebgainya yang dianggap penting untuk disimpan atau didokumentasikan, menglkiping berarti menempelkan pada kertas lain untuk didokumentasikan.
6. Membantu Pekerjaan Staff seperti menerima telepon dan menyambut tamu yang memiliki kepentingan dengan bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 


Komunikasi merupakan hal yang paling kompleks, banyak cara dan media dalam berkomunikasi verbal maupun non verbal, serta suatu komunikasi yang baik didukung juga dari suatu etika atau cara seseorang atau sekelompok orang ketika berkomunikasi dengan orang lain atau sekelompok orang. Hal tersebut sudah menjadi nilai tambah atau bahkan suatu hal yang paling berpengaruhdan penting dalam berkomunikasi.


Salah satu contoh bentuk berkomunikasi adalah selain dari komunikasi tatap muka atau face to face baik itu terhadap tamu (orang asingtau bukan dari perusahaan yang memiliki kepentimngan dalam perusahaan) atau bahkan dengan pihak internal atau dengan staf pegawai di bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sudah harus dijaga dengan baik tentunya dengan etika yang sopan dan menyenangkan, jadi ada suatu kesan yang baik terhadap tamu dan dating ke tempattersebut dan dengan urusannya tersebut khususnya di ruang kerja Bagian internal & eksternal Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 


Sama halnya dengan bentuk komunikasi interpersonal lainnya yang menggunakan media, contohnya telepon. Seseorang khususnya Humas dituntut untuk memiliki kepandaian atau kelebihan dalam hal berkomunikasi, walaupun tidak bertatap muka secara langfsung, tetapi ada suatu kesan yang baik walau hanya dengan mendengarkan suara.

7. Berfoto Bersama Staff dan Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


Setelah satu bukan penulis melakukan PKL di bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis tidak lupa untuk meminta kenang-kenangan dari staf pegawai di Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan berfoto bersama, karena pengalaman bekerja sama yang sangat singkat dengan mereka namun penuh makna, kemudian dari bantuan penyelesaian tugas-tugas PKL, nasihat, masukan untuk kebaikan penulis kedepan dan bantuannya dalam menyelesaikan Laporan PKL ini.

8. Berpamitan dengan Semua Staf Pegawai di Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 


Setelah melakukan kegiatan PKL di Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulispun tidak lupa berpamitan dan mengtucapkan terima kasih karena penulis dapatbergabung untuk PKL di Perusahaannya serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga bukan hanya dilakukan pada staff bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga dengan beberapa staff pegawai lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu dan mendukung penulis untuk melakukan PKL dan menyelesaikan tugas yang diberikan di bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2.3 Analisis Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
2.3.1 Humas Bagian Internal
Menurut teori, yang termasuk publik internal adalah khalayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri. Dalam dunia bisnis PR, publik internal ini disesuaikan dengan bentuk dari pada organisasi yang bersangkutan, apakah organisasi tersebut berbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan jadi tergantung dari jenis, sifat atau karakter dari organisasinya. 

Internal Public Relations adalah usaha-usaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam suatu badan dan bagi keuntungan badan itu, komunikasi yang bersifat “two-way communication” penting sekali dan mutlak harus ada, yaitu komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, dan antara bawahan dengan pimpinan, yang merupakan “feed back” yang berdasarkan pada “good human relations” sesuai dengan prinsip public relations.

Jadi publik yang termasuk ke dalamnya pun menyesuaikan diri dengan bentuk dari organisasinya dan umumnya khalayak atau publik tersebut adalah yang menjadi bagian dari kegiatan usaha dari badan/instansi/perusahaan itu sendiri. 

 Adapun kegiatan-kegiatan internal yang penulis kerjakan sebagai berikut :
Pada hari pertama penulis mendapatkan tugas untuk di tempatkan di bagain Internal. Bagian internal memiliki tugas pokok Rincian tugas Subbagian Pelayanan Internal, Penyusunan bahan kebijakan umum dan petunjuk teknis di bidang penerangan dan pemberitaan, Penyusunan bahan penerangan dan pemberitaan internal Pemerintah Daerah, Mengolah dan menyusun bahan penerangan dan pemberitaan intenal Pemerintah Daerah, Menyusun bahan penyebarluasan informasi interen Pemerintah Daerah, Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2009. Pada bagian Internal penulis di tugaskan untuk mengumpulkan berita dari berbagai surat kabar Lokal maupun surat kabar Nasional. Disana penulis dalam lima belas (15) hari mengkliping hasil pengumpulan berita dari berbagai surat kabar, berita yang di kumpulkan adalah berita yang memiliki kaitan dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat meliputi kegiatan Bapak/Ibu Gubernur Jawa Barat, Bapak/Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Jawa Barat, dan juga segala kejadian yang menyangkut Pemerintahan Jawa Barat. 

Kliping ini di lakukan untuk pendokumentasian dari segala sesuatu yang beredar di masyarakat agar jika nanti di kemudian hari ada sesuatu yang di permasalahkan, Humas sudah memiliki bukti-bukti yang kuat.

Setelah kliping itu dibuat penulis mendapatkan sebuah latihan untuk mengalalisis berita dari hasil kegiatan kliping tadi. Analisis yang di lakukan untuk melatih kita agar dapat menganalisis sebuah berita sehingga kita tidak mudah untuk menyimpulkan sebuah peristiwa lalu merekapitulasi dari hasil analisis berita tersebut.
Berikut Contoh hasil kerja penulis:
Analisis Berita
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RINGKASAN BERITA PENTING

TANGGAL 11 AGUSTUS  2009
	NO
	JUDUL BERITA & MEDIA
	ANALISA
	TELAAHAN

	I. PEMERINTAHAN  

	1
	Tim Aset Tagih Janji Mendagri

Pikiran Rakyat 
	DPRD Kab. Tasikmalaya datangi Mendagri, meminta kepastian hukum soal penyelesaian polemik aset antara Pemkot Tasikmalaya dan Pemkab Tasikmalaya.
	Seluruh proses penyelesaian aset Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat diselesaikan melalui prosedur yang ada.

	2
	Perda Bank Jabar Mesti Diubah
Bandung Ekspres


	Bank Jabar – Banten (BJB) perlu dirubah menyusul tersendatnya penyertaan modal Pemprov Jabar senilai Rp209 milyar. Banten sudah terpisah dari Jabar. Penyertaan modal tahun 2008 sebesar Rp48 milyar hingga saat ini belum terserap. 
	Hal ini perlu ditindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas Bank Jabar. 

	3
	48 Orang Jadi Tersangka Bansos
Pikiran Rakyat


	Kejati Jabar telah menetapkan 48 tersangka dari 48 kasus dugaan korupsi Bansos. Rata-rata puluhan hingga ratusan juta rupiah. Modus yang digunakan berkedok proposal pengajuan kelompok tani, kelompok peternakan atau kegiatan sosial lainnya, tidak akan pandang bulu dalam memberantas oknum Bansos untuk disidangkan.
	Sebagai bahan informasi.

	4
	Direksi BUMN siap di Rombak
Republika
	Pemprov Jabar menyiapkan perombakan besar – besaran pada jajaran Direksi BUMN, pembenahan itu akan dilakukan setelah Pemprov Jabar mengganti sejumlah Direksi BUMN yang dinilai tidak berprestasi.
	Pemerintahan perlu merevitalisasi kelembagaan BUMN dapat menjadi perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan.

	II. PEMBANGUNAN

	1
	Pembangunan Infrastruktur Perlu Terobosan Baru
Proyek Tol Soreang – Pasir koja Kembali dikerjakan

Pikiran Rakyat
	Diperlukan terobosan baru agar terjadi percepatan dalam penyediaan jika sumber daya yang ada sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Pemerintahan perlu meningkatkan sinergi dengan pihak swasta sebagai solusi pembangunan infrastruktur.  
Pengerjaan proyek jalan tol Soreang – Pasir Koja (Seroja) kembali bergulir meskipun surat penetapan lahan pembangunan (SPLP) baru dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
	Sebagai bahan informasi.


	2
	KBIH lebih dilengkapi Rekomendasi DEPAG
Galamedia
	Pembuatan paspor hijau jemaah calon haji KBIH hatus memiliki rekomendasi dari kantor DEPAG
	DEPAG perlu menindak lanjuti pembuatan paspor hijau.

	3
	46% Jalan di Sumedang Rusak 
Seputar Indonesia
	Jalan milik Kab. Sumedang dalam kondisi rusak berat dan ringan, ruas jalan tidak bisa diperbaiki tahun ini karena anggaran rutin yang tersedia pada APBN 2009 hanya Rp2,9 milyar.
	Perlunya ditindak lanjuti oleh Pemda setempat.

	III. SOSIAL KEMASYARAKATAN

	1
	Orang Tua Sayangkan Keterlambatan 
Tribun Jabar


	Keterlambatan pembagian buku pelajaran dari Pemprov Jabar disayangkan orang tua, seharusnya buku tersebut sudah bisa digunakan sejak pertama kali masuk sekolah, meski merupakan pengalaman pertama bagi Pemprov Jabar yang memberikan buku gratis, keterlambatan tidak perlu terjadi.
	Sebagai bahan informasi.

	2
	Taman Indah di Tengah Bangunan Cagar Budaya Nan Megah
Seputar Indonesia
	Gedung peninggalan kolonial Belanda kini telah menjadi pusat Pemprov Jabar. Diantara megahnya bangunan tua pada bagian belakang terdapat sebuah taman yang tak kalah menarik dan indah.
	Sebagai bahan informasi.


	3
	Pemprov Tak Bantu Bangun SOR
Galamedia
	Pemkab dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar dalam pembangunan SOR. 
	Pembanguna SOR di Kab/Kota bisa bertahap sesuai dengan APBD Kab/Kota.

	IV. EKONOMI DAN KEUANGAN

	1
	Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat
Kompas
	Pertumbuhan itu cenderung meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari seperempat pekerja mengandalkan sektor industri serta perdagangan sebagai mata pencaharian utamanya.
	Sebagai bahan informasi


	2
	NPL, Kartu Kredit di Jabar Naik

Bisnis Indonesia
	Penurunan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama yang membuat rasio NPL pada enam bulan pertama, periode puasa – lebaran biasanya naik 20%.
	Sebagai bahan informasi

	3
	LPE Jabar Positif PDRB Rp159,11 Triliun
Kompas 
	Peningkatan dipicu membaiknya kinerja beberapa sektor,pertumbuhan perekonomian di Jabar masih ditopang kinerja sektor riil.
	Sebagai bahan informasi.


        Bandung,  11 Agustus  2009





     Mahasiswa Peserta Kerja Praktek

             Putri Shafitri





           NIM. 41804033
Rekapitulasi Berita
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PUBLIKASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2009

	NO
	JUDUL 

& MEDIA
	URAIAN
	PEJABAT /OPD
	WARTAWAN

	1
	Struktur Organisasi PT PBB Rampung Awal September

Republika 
	Struktur Organisasi PT. Persib Bandung yang belum sempurna menyebabkan terhambatnya bantuan anggaran dari Pemprov Jabar kepada PT. Persib Bandung Bermartabat.
	Pemprov Jabar
	Kie

	2
	Mewujudkan Aspirasi

Pikiran Rakyat
	Masyarakat Jabar terus menanti perbaikan di semua lini sebagai realisasi visi, misi dan janji Pemprov Jabar dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, kerusakan infrastruktur dan lingkungan serta melancarkan reformasi birokrasi dalam konteks pembangunan politik dan penetapan budaya politik.
	Pemprov Jabar


	Ketua DPRD JabarPeriode 2004-2009

	3
	Empat Kabupaten Minta Dimekarkan
Tribun Jabar
	Pemekaran Kabupaten baru yang diusulkan kepada Pemprov Jabar dan DPRD tersebut adalah Kab. Sukabumi Selatan, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan. Namun sering kali pemekaran dihambat oleh Bupatinya yang memilki stigma, jika ada daerah yang ingin memekarkan diri, berarti itu kegagalan dirinya, papar Gunawan Undang, Ketua Presidium garut Selatan.
	Pemprov Jabar
Bappeda
	Ddh


	4
	Hindari Pembangunan Proyek Fisik

Kompas
	Anggota DPRD Jabar menghimbau Pemprov Jabar agar memprioritaskan pelaksanaan proyek – proyek non-fisik dalam APBD perubahan 2009. Alasannya karena waktu implementasi APBD perubahan 2009 yang hanya sekitar empat bulan dikhawatirkan tidak mencukupi untuk prioritas tender. Secara terpisah, Wagub Jabar menyatakan harapannya agar pimpinan definitive DPRD Jabar yang baru segera terbentuk.
	Wakil Gubernur Jabar

Pemprov Jabar
	Radi Saputro

	5
	Badan Bencana Alam Dibentuk

Seputar Indonesia
	Pemprov Jabar segera memiliki badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap BPBD bisa melakukan penanganan kedaruratan, evakuasi, penanganan pengungsi serta penanganan pasca bencana.
	Gubernur

Pemprov Jabar
	Radi Saputro

	6
	Memberantas Kemiskinan Baru Sebatas Rencana

Radar Bandung
	Menyadari kemiskinan, Pemerintah bukannya bertindak, malah mengembangkan rencana. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bahwa menurutnya alokasi anggaran pemeliharaan dan p0eningkatan jalan provinsi di Jabar anggaran 2010 naik menjadi Rp1 Triliun.
	Gubernur
	Dni

	7
	Ahmad Heryawan Bantah Intervensi Panitia Anggaran

Galamedia
	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membantah melakukan intervensi terhadap Panitia Snggaran DPRD Jabar, terkait penyertaan modal ke Bank jabar sebesar Rp209 miliar. Menurutnya, kedatanggannya ke panggar atas undangan Ali Hasan, anggota Pangar DPRD Jabar.
	Gubernur
	B.83

	8
	Masih Diragukan, Jalur Alternatif Kanci-Pejagan

Pikiran Rakyat
	Seseorang staf Dinas Perhubungan Jabar meminta sejumlah pihak untuk tidak merekomendasikan jalan tol sebagai jalur alternatif nkalau memang belum siap, karena malah membahayakan pengguna jalan.
	Dinas Perhubungan
	A-92

	9
	DPRD & Pemprov jabar Dukung Pembangunan SOR

Pikiran Rakyat
	Percepatan pembangunan sarana- sarana olah raga (SOR) di Jabar mendapat sinyal positif dari DPRD dan Pemprov Jabar setelah dipastikan ,emdapat alokasi dana dari APBD 2009.
	Pemprov Jabar
	A-126

	10
	Jawa Barat Kekurangan Rumah

Pikiran Rakyat
	Kepala Dinas Pemukiman dan perumahan Provinsi Jabar Yerry Yqanuar menuturkan tim percepat perumahan di Jabar tidak hilang. Namun, dengan struktur organisasi Pemprov yang baru, tim tersebut mengalami pembaruan.
	Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Prov. Jabar.
	A-135

	11
	Pemprov Tetapkan lahan Proyek tol Seroja

Republika


	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menebitkan Surat Penetapan Lahan Pembangunan (SPLP) Tol Seroja yang memakan lahan sekitar 111 hektare. Pemkab dan Pemkot Bandung, Pemprov Jabar dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) menyebutkan kebutuhan dana pembangunan dana pembebasan lahan untuk proyek itu mencapai Rp1.1 triliun.
	Gubernur

Pemprov Jabar
	san

	12
	Kemiskinan Harus Dijadikan Prioritas Kerja DPRD Jabar
Pikiran Rakyat
	”ingat,baik Parlemen maupun Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf adalah para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka harus mampu menahan diri dengan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada pengadaan barang untuk mereka sendiri.” Ujar Indra Perwira.

(+Foto 100 orang anggota DPRD Jabar hasil pemilu 2009 yang akan dilantik pada acara rapat Paripurna Istimewa (31/08).
	Gubernur
Wakil Gubernur
	A-156

	13
	Jabar Butuh Ruang pertemuan

Bisinis Indonesia


	Gubernur Jabar meminta pemerintahan kota / kabupaten segera membangun ruang pertemuan (convention hall) untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa memamerkan produknya.
	Gubernur
	K35

	14
	Disiapkan 12600 Tenaga kesehatan

Kompas
	Dinas kesehatan Jabar menyiapkan 12600 personil medis guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2009. Mereka diprioritaskan menagngani kesehatan dibeberapa titik rawan seperti sumber kemacetan, tempat pariwisata dan lokasi rentan kecelakaan lalu lintas. Dinkes Jabar juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam amembangun 108 pos kesehatan dan menempatkan 509 mobil ambulance siaga.
	Dinas kesehatan
	CHE

	15
	Komplikasi H1N1 Bisa lebih mematikan

Pikiran Rakyat
	Kepala bidang Bina Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jabar Vita Rosemary mengatakan virus H1N1 menjadi mematikan jika berkomplikasi dengan penyakit infeksi lain. Kepala Dinas Kesehatan alma lucyati mengingatkan masyarakat jangan terlena dengan flu babi dan melupakan flu burung.
	Dinas Kesehatan Jabar
	Rudini

	16
	Mau Tugu, Minta ke Pemprov

Radar Bandung
	Yayasan Unwim didirikan oleh Pemprov sebagai pelaksanapendidikan Perguruan tinggi Unwim, maka Tugu tersebut terdapat dalam lingkup kampus Unwim.
	Pemprov Jabar
	tri

	17
	Memanen Nestapa di Muara Cilamaya

Pikiran Rakyat
	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPLHD Kab. Karawang Unang Saefudin meragukan Pemda setempat mampu berbuat banyak, pasalnya dia hanya memiliki enam anak buah sementara jumlah perusahaan yang mesti diawasi di seluruh Karawang lebih dari 500. 
	Pemprov Jabar
	Dewiyatini/Catur Ratna/Ag.Tri Joko Heriadi

	18
	Disdik Mulai rintis Sekolah Satu Atap
Galamedia
	Disdik Jabar mulai bmerintis pembangunan sekolah satu atap di Jabar.
	Dinas Pendidikan
	B.81

	19
	Selamatkan Budaya Lokal

Pikiran Rakyat
	Foto wagub ”Saya mengajak DPRD baru bekerjasama menyelamatkan produk budaya daerah yang terancam punah. Saat ini produk lokal menghadapi ancaman serius”.
	Wakil Gubernur
	Wakil Gubernur 

	20
	Angkutan lebaran Tahun 2009 memadai

Kompas
	Menghadapi Lebaran 1430 H, Dishub provinsi Jabar telah mempersiapkan angkutan lebaran dengan kapasitas total 4,7 Juta tempat duduk.
	Dinas Perhubungan
	Luhur


Bandung, 28 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek
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2.3.2  Humas Bagian Eksternal



Eksternal Public Relations tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang diluar badan atau instansi sehingga terbentuklah opini public yang  favorable terhadap badan itu.

Publik eksternal adalah publik yang berada diluar organisasi/instansi/perusahaan yang harus diberikan penerangan/informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan public internal maka public eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian maka yang menjadi public eksternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya.

Kegiatan publik relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jawatan-jawatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

Hubungan Pers (Perss Relations) Sebagai Kegiatan Humas Secara    Eksternal Pers dalam arti luas, yakni semua media massa; Jadi selain Surat Kabar dan Majalah, juga Kantor Berita, Siaran Radio, Siaran Televisi, Film, Balai Iklan dan sebagainya.


Humas dan hubungan Pers (Public Relations dan Press Relations keduanya bisa disingkat PR) sering dianggap sama. Tentu saja anggapan itu salah, karena hubungan pers tersebut hanya merupakan salah satu bagian dari Humas.


Adapun kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian eksternal memiliki tugas, Menyusun bahan dan petunjuk teknis di bidang penerangan dan pemberitaan, Menyusun bahan kordinasi kegiatan penerangan dan pemberitaan, Mengumpulkan bahan penerangan dan pemberitaan, Menyusun evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan penerangan dan pemberitaan eksternal Pemerintah Daerah, Menyusun bahan penyelenggaraan penerangan dan pemberitaan eksternal Pemerintah Daerah, Melaksanakan kondisi dengan unit terkait.

Di bagian eksternal penulis di bimbing untuk dapat menjadi tim peliput  kegiatan Bapak/Ibu Gubernur, Bapak/Ibu Wakil Gubernur dan kegiatan-kegiatan sekertaris daerah, penulis juga dilatih untuk menulis sebuah berita dan membuat press release tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada bagian eksternal juga penulis harus dapat mengambil gambar baik gambar berita ataupun hanya gambar dokumentasi. Kegiatan ini di lakukan agar penulis memiliki bekal sehingga penulis dapat mendokumentasikan foto-foto dan penulis juga dapat menyajikan berita dan bahan berita atau press release. 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut berikut contoh hasil kerja dari penulis:

FOTO BERITA
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Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat melepas relawan dan paket bantuan dari masyarakat Jawa Barat untuk korban gempa di Sumatra Barat, di Gedung Pakuan. Rabu.




        
          Bandung, 10 September 2009





Mahasiswa Peserta Kerja Praktek

Putri Shafitri
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FOTO BERITA
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Kunjungan Gubernur Jawa Barat Ahnad Heryawan ke RSUD Cianjur.





                    Bandung, 14 September 2009
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BAHAN BERITA
Pemberian bantuan Kepada Korban Bencana Gempa di Jawa Barat Sebesar Rp100 Juta

Bencana Gempa berkekuatan 7,3 skala richter yang melanda wilayah Provinsi Jawa Barat mengundangf solidaritas masyarakat di Provinsi lainnya. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan bupati Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya yang memberikan bantuan dana sebesar Rp100 juta untuk korban bencana alam Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan langsung kepada Gubnernur Jawa Barat Ahmad Heryawan oleh Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba, Posko Penaggulangan Gempa Bumi jabar Jln. Diponegoro no.20 Bandung, Rabu (9/9).


Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba menbgatakan dana bantuan tersebut erasal dari masyarakat Halmahera Selatan, sesaat mengetahui terjadinya bencana gempa di Jabar. Bupati berharap, dengan bantuan tersebut, selain dengan Halmahera. 

Lebih lanjut bupati Halmahera Selatan mengajak para kepla Daerah, baik Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia untuk ikut membantu memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Jabar. Bupati mengatakan apabila ada 400 kabupaten/Kota menyumbang rata-rata Rp100 juta, maka dana yang terkumpul bias mencapaiRp40miliar. Nilai tersebut signifikan, dan ini merupakan cara yang cukup efektif untuk membantu proses rekontruksi para koraban gempa.  



            Bandung, 31 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek
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BERITA
Gempa Melanda Jabar

Dalam konferensi pers kali ini, dengan topic pembahasan korban gempa pasca terjadinya gempa berkekuatan 7,3 skala richter di wilayah Jawa Barat Yakni di daerah Kab. Tasikmalaya, kab. Garut, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Kuningan, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Purwakarta dan Kota Tasikmalaya. 

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bahwa tepat pada hari Rabu pukul 14.55 gempa terjadi melanda Jabar. Dan biaya kesehatan korban gempa ditanggung oleh pemerintah setempat yang dibantu oleh Pemprov Jabar. Ia mengatakan bahwa semua biaya yang muncul dan dibutuhkan untuk proses tanggap darurat gempa bumi di Provinsi ini akan ditanggung oleh Pemerintah. Gubernur juga meminta kepada korban gempa untuk tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tetap optimis menatap masa depan dan bantuanpun akan segera disalurkan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota setelah gempa terjadi, korban gempa melakukan doa bersama untuk mendoakan para korban gempa yang meninggal dunia agar para korban gempa yang masih hidup agar diberi ketabahan.

Pemprov harapakan bantuan swasta untuk membantu korban bencana gempa bumi, bantuan bukan hanya barang melainkan uang. Banyak korban membutuhkan dana untuk memperbaiki tempat tinggal dan kebutuhan lain. Wagub Jabar mengatakan bahwa Pemprov Jabar sudah bertemu dengan kalangan swasta yang membicarakan masalah ini, kini sudah ada beberapa pihak swasta yang membantu memberikan dana yang sudah terkumpul senilai Rp500 juta sampai Rp600 juta. Gubernurpun berjanji segera mengucurkan bantuan yang datang dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kab./Kota.


Empati masyarakat terhadapa bencana gempa bumi yang melanda Jabarpun terus berdatangan. Kali ini, masyarakat Kab. Halmahera Selatan melalui Bupatinya, Dr. H. Muhamad Kasuba menyerahkan bantuan senilai Rp100 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di posko Satkorlak PB Jabar, Jl. Dipenogoro No.20 Bandung. Bupati Halmahera Selatan mengatakan, bantuan tersebut spontan dilakukan masyarakat Halmahera Selatan begitu melihat ada kejadian gempa bumi di televise. Bupatipun mengajak kepala daerah, bupati dan walikota di Indonesia untuk membantu korban benvcana gempa di Jawa Barat. Ajakan tersebut sebagai bentuk solidaritas antar Kab./Kota se Indonesia. Sementara, Gubernurpun meminta maaf kepada korban gempa jika ada bantuan yang terlambat dating, akan tetapi gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menyatakan pihaknya menargetkan rehabilitasi dan rekontruksi akan dilakukan segera mungkin.


Tak hanya rumah, sekolah, pasar dan tempat ibadah lainnya yang rusak tetapi akibat bencana, jumlah korban luka-luka mencapai 888 orang, sebelumnya korban luka-luka hanya 439 orang, tetapi tim evakuasi yang mencari korban hilang selama ini mengalami kemajuan. Untuk data ornag hilang sebelmnunya mencapai 37 orang kini berkurang menjadi 32 orang dan untuk kerusakan, data terakhir mencatat ada 5412 rumah hancur, 43238 rumah rusak berat, dan 99818 rumah rusak ringan. Jumlah korban tewas di Tasikmalaya 4 orang. Kabupaten Garut 7 orang, Kab. Bandung 16 orang, Kab. Bandung Barat 1 orang, Kab Sukabumi 3 orang, Kab. Cianjur 26 orang, Kab. Bogor 2 orang, Kab. Cimahi 6 orang,  dan Kota Tasikmalaya 5 orang, sedangkan jumlah pengungsi terbesar di Kab. Tasikmalaya 9433 orang disusul Kab Garut 1291 orang, Kab. 473 orang, dan Kota Tasikmalaya 3387 orang, selebihnya kembali kerumah masing- masing.


Hingga saat ini, Pemprov Jabar masih melakukan perifikasi data jumlah korban dan rumah serta infrastruktur lainnya yang rusak akibat gempa. Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi bahan informasi.    






         Bandung, 31 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek
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I. DASAR

Surat Perintah Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum
II. TIM PELIPUT :

1. Dadang Ruskandar                                                            Pelaksana
2. Suwaryo                                                                             Pelaksana
3. Alif Nur Anhar                                                                  Pelaksana
4. Wandi                                                                                Pelaksana
5. Putri Shafitri                                                                      PKL
6. Siska                                                                                  PKL

III. URAIAN HASIL PERJALANAN DINAS :

Pemerintah Kabupaten Halamahera Selatan Provinsi Maluku Utara memberikan bantuan dana Rp100 juta untuk bantuan korban bencana alam Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Halmahera Muhamad Kasuba kepada Gubernur JAwa Barat Ahmad Heryawan bertempatkan di kantor posko penanggulangan Gempa Bumi Jabar, Jl. Diponegoro No.20 Bandung, Rabu (9/9). 
Bupati Halmahera Selatan mengatakan, bantuan tersebut spontan dilakukan masyarakat Halmahera Selatan begitu melihat adanya kejadian gempa di televisi. Bupatipun mengajak kepada para kepala daerah, Bupati dan Walikota di Indonesia untuk membantu korban gempa di Jawa Barat. Ajakan tersebut sebagai bentuk solidaritas antar Kab./Kota se-Indonesia.
Bupati mengatakan “bila dikumpulkan nilainya akan signifikan, cara ini efektif untuk membantu proses rekontruksi”. “jika 400 Kab./Kotan menyumbangkan Rp100 juta maka dana yang terkumpul bias mencapai Rp40 milyar”, tuturnya. Dia berharap bantuan tersebut bias menjadi jembatan tali kasih Halmahera Selatan dengan warga korban gempa bumi di Jabar.”ini adalah titipan masyarakat kami dari masyarakat Halmahera. Bantuan ini merekatkan persaudaraan dan sebagai bentuk serasa sepenanggungan”,katanya.

Ia menyebutkan, keinginan masyarakat di luar Jawa untuk membantu korban bencana cukup tinggi, baik bantuan pangan, bantuan sandang, maupun uang. “bila hal itu dikoordinassi, tentu akan menjadi salah satu kekuatan dan dukungan dalam penanganan di bencana alam”, kata dia.
          Pelapor,








       Putri Shafitri
2.4 Analisis Kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
2.4.1 Hubungan Masyarakat


Pada dasarnya Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi komersil maupun organisasi non komersil (Anggoro, 2000:1), kebutuhan akan kehadiran tidak bisa dicegah terlepas dari kita membutuhkannya atau tidak, yang pasti humas merupakan salah satu elemen yang menetukan keberlangsungan organisasi secara positf.

Dari sekian banyak definisi Humas (Public Relations) mengalami banyak penafsiran dan definisi ini menurut (British) Institut of  Public Relations. Menurut kamus IPR terbitan bulan November 1987: “Praktek humas atau PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap khalayak (F. Jefkins, 1996:8).

Upaya yang terencana dan berkesinambungan “ini berarti PR adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semua itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Jadi PR sama sekali bukan kegiatan yang bersifat sembarangan atau dadakan. 

Tujuan utama adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa, hal tersebut senantiasa dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.  

2.4.2 Humas Pemerintah

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dan non pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan (aspek komersial), walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam aspek publikasi, promosi, dan periklanan. Tetapi lebih menekankan pada public services atau demi meningkatkan pelayanan umumnya.

Menurut John D. Millet dalam bukunya, Management in Public Service the Quest for Effective Performance, yang artinya Humas/PR dalam dinas instansi/ lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melakasanakan tugasnya, yaitu:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).

2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire).

3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan public dengan para aparat pemerintah (ansuring satisfactory contact between public and government official).

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh sutau lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (informing and about what an agency is doing).
Menurut Dimock dan Koening, pada umumnya tugas-tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu antara lain:

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan apa dan bagaimana yang kan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, social, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing.

2.4.3 Keberadaan Humas Pemerintah

Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instanbsi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan opersional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar umumnya. 

Fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain:

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.

b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

c. Menjadi komunikator dan sekaligus mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jadi peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah/BUMN tersebut, menyangkut beberapa hal:

a. Tugas secara taktis dalam jangka pendek, Humas berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertetu sebgai target sasarannya.

b.  Tugas strategis (jangka panjang) Humas, yakni berperan serta secara aktif dalam proses pengambil keputusan (decision making process), memberikan sumbang saran, gagasan dan hingga ide-ide cemerlang serta kreatif dalam menykseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakthir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.

Jadi pengertian  peran ganda Humas instansi Pemerintah dan lembaga BUMN tersebut dalam upaya menunjang (Supporting of PR government activities) pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan lembaga bersangkutan, maka pejabat Humas tersebut harus memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi instansinya, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk menganalisis dan mengamati persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya.

2. Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensinya.

3. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini public) yang menguntungkan instansi/lembaganya.

4. Kemempuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan sling mempercayai dengn berbagai pihak yang terkait.

Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan dari tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya, secara rutin, yaitu antara lain:

a. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.

b. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari pihak instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.

c. Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan suatu peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.

d. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang brekaitan dengan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.

e. Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, press release, news letter, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster, dan lain sebagainya.

2.4.4 Kedudukan Humas Dalam Organisasi
Pada prinsipnya fungsi Humas/PR secara structural dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi, dan sekaligus terkait langsung dengan fungsi top manajemen, oleh karena itu kehadiran peranan PR/Humas dalam system manajemen suatu lembaga sudah selayaknya secara optimal. Fungsi Kehumasan itu diharapkan berhasil kalau berada di bawah pimpinan tertinggi (pengambil keputusan) pada organisasi/instansi bersangkutan. Sesuai dengan definisi kerja Humas oleh Dr. Rex Harlow, dari San Francisco yang berbunyi:

“Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan public secara timbale balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama.” 

Secara operatif, maka Humas/PR merupakan fungsi khusus manajemen (specialized management function) yaitu membantu memelihara aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan ke luar, agar tercapai saling pengertian atau kerja sama antara organisasi dan publiknya, termasuk mengidentifikasikan, dalam menanggapi opini public yang sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga/organisasi bersangkutan, serta membantu fungsi manajemen dalam mengantisipasi, memonitor, dan memanfaatkan berbagai kesempatan, serta tantangan yang terjadi di dalam masyarakat/publiknya.

Sesungguhnya fungsi Kehumasan itu dapat bertindak sebagai pemberitahuan adanya tanda bahaya (early warning system) untuk mendukung atau membantu pihak manajemen organisasi dalam hal berjaga-jaga untuk menghadapi kemungkinan buruk yang bisa terjadi terhadap organisasi, yaitu mulai dari timbulnya isu berita negative (negative news) di berbagai media massa, meluasnya tentang isu negative yang kurang menguntungkan yang beredar terhadap produk atau nama perusahaan yang sedang bermasalah, dan hingga penurunan citra, bahkan kehilangan citra (lost of image) yang dapat menimbulkan berbagai resiko yang menyangkut krisis kepercayaan dan controversial, maupun krisis manajemen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas PR/Humas akan menjalankan fungsinya demi kepentingan menjaga nama baik dan citra organisasai/perusahaan agar dalam posisi yang tetap selalu menguntungkan, yakni salah satunya melalui cara-cara edukatif dan informative serta persuasive. Adapun cirri-ciri dari pesan yang persuasive adalah sebagai berikut:

a. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya.

b. PR sebagai komunikator sekaligus mediator berupaya membentuk sikap, dan pendapat positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimuli.

c. Mendorong public untuk berperan serta dalam aktivitas perusahaan atau organisasi, agar tercipta perubahan sikap dan penilaian (perubahan dari situasi negatif diubah menjadi situsi positif).

d. Perubahan sikap dan penilaian dari pihak public dapat terjadi maka pembinaan atau pengembangan terus-menerus dilakukan agar peran serta tersebut terpelihara dengan baik.

Disamping itu dalam menjalankan fungsi Humas tersebut diperlukan empat tuntutan berdasarkan kemampuan dari pejabat Humas atau PRO bersangkutan, yakni:

a. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisis suatu persoalan berdasarkan fakta di lapangan, perencanaan kerja, berkomunikasi dan hingga mengevaluasi suatu problematic yang dihadapinya.

b. Kemampuan untuk menarik perhatian, melalui berbagai kegiatan publikasi yang kreatif, inovatif, dinamis dan menarik bagi publiknya sebagai target sasarannya.

c. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum, melalui kekuatan public relations (power of the PR) dalam merekayasa pandangan atau opini public (crystallizing public opinion) yang searah dengan kebijakan organisasi/instansi yang diwakilinya itu dalam posisi saling menguntungkan.

d. Kemampuan Humas membangun suasana saling percaya, toleransi, saling menghargai, good will, dan lain sebagainya dengan berbagai pihak, baik public internal maupun eksternal.

Jadi sifat ideal yang harus dimiliki oleh praktisi Humas (public relations officer) dalam kedudukan pada fungsi manajemen suatu organisasi/instansi, antara lain:

a. Tugas utama praktisi Humas atau PRO adalah menjelaskan tujuan-tujuan (clarifying goals) organisasi kepada pihak publiknya dan akan terpenuhi dengan baik, apabila Humas tersebut lebih memahami atau meyakini “apa dan bagaimana” pesan/informasi yang akan disampaikannya itu.

b. Pejabat Humas/PRO selain bertindak sebagai radar, tetapi juga harus mampu memperlancar pelaksanaan public policy-nya, jangan sampai pesan atau informasi tersebut akan membingungkan atau menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas arahnya, sehingga pesan-pesannya menjdi sulit untuk diterima oleh public.

c. Pihak Humas harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan atau memprediksi sesuatu secara tepat, berdasarkan pengetahuan data atau sumber informasi secara actual dan factual yang menyangkut baik kepentingan organisasi maupun publiknya.  

BAB  III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Adapun kesimpulan sebagai penutup dari hasil laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL), adalah sebagai berikut :
1. HUMAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang Pemberian informasi baik secara internal maupun eksternal. Namun kedudukan Humas Provinsi Jawa Barat belum kepada Humas yang State of Being, sehingga cara kerjanya belum seperti Humas yang sudah terlembaga.

2. Kegiatan-kegiatan yang di lakukan Humas Pemerintahan Jawa Barat yang memiliki dua bagian yaitu bagian Internal, dan bagian Eksternal dari kedua bagian tersebut berikut kegiatan-kegiatan yang di lakukan :

Bagian internal memiliki kegiatan, Penyusunan bahan kebijakan umum dan petunjuk teknis di bidang penerangan dan pemberitaan. Penyusunan bahan penerangan dan pemberitaan internal Pemerintah Daerah. mengolah dan menyusun bahan penerangan dan pemberitaan intenal Pemerintah Daerah. menyusun bahan penyebarluasan informasi intern Pemerintah Daerah. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Bagian Eksternal memiliki kegiatan, menyusun bahan dan petunjuk teknis di bidang penerangan dan pemberitaan, menyusun bahan koordinasi kegiatan penerangan dan pemberitaan, mengumpulkan bahan penerangan dan pemberitaan, menyusun evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan penerangan dan pemberitaan eksternal Pemerintah Daerah, menyusun bahan penyelenggaraan penerangan dan pemberitaan eksternal Pemerintah Daerah., melaksanakan kondisi dengan unit terkait, dan memiliki kegiatan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi, menyusun evaluasi, dokumentasi, publikasi dam pelaporan, melaksanakan publikasi dengan unit terkait. .

3. Kegiatan kerja praktek di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang harus di kerjakan karena pelaksanaannya dibagi menurut bagian yang ada di Humas pemerintaahn Jawa Barat. Pada bagian Internal Pelaksana kerja Praktek membantu mengerjakan tugas Kliping dan menganalisis Berita. Pada bagian eksternal Pelaksana kerja praktek mendapatkan tugas meliput kegiatan Gubernur dan Jajaran terkait lainnya, lalu membuat Bahan Berita, , membuat Naskah Pidato, membuat Jadwal Acara Gubernur, membuat Berita, membalas surat dan membuat Nota Dinas. Kegiatan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa guna memperoleh pengalaman, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
3.2 Saran

3.2.1 Saran untuk Perusahaan

Berdasarkan atas kesimpulan-kesimpulan selama kegiatan kerja praktek di HUMAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka terdapat beberapa saran konkret sebagai berikut:

1. Instansi diharapkan dapat lebih mendukung mahasiswa selama melaksanakan kerja praktek, dalam artian memberikan bimbingan dan evaluasi pada setiap pekerjaan yang dibebankan pada mahasiswa.

2. Kepada HUMAS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat lebih mengikut sertakan mahasiswa praktek kerja lapangan (PKL) dalam kegiatan-kegiatannya. Baik kegiatan internal sehari-hari maupun kegiatan eksternalnya.

3. Menciptakan suatu kegiatan informal dalam periode waktu tertentu dengan melibatkan seluruh karyawan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, seperti get together yang bertujuan sebagai sarana hiburan di luar rutinitas kerja dan mempererat tali silahturahmi dan komunikasi antara atasan dan bawahan .

3.2.2 Saran untuk Mahasiswa

1 Mahasiswa diharapkan lebih aktif ketika melakukan kerja praktek, baik dalam melakukan tugas kerja maupun dalam berkomunikasi dengan pembimbing dan karyawan-karyawan di Instansi.

2 Dalam pengumpulan data-data laporan PKL, Mahasiswa diharapkan mengambil dan mengumpulkannya saat melakukan kerja praktek agar mempermudah dalam penyusunan laporan.

Demikian saran-saran dari penulis, semoga saran-saran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencapai hasil yang lebih baik.
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RINGKASAN BERITA PENTING

TANGGAL 11 AGUSTUS  2009
	NO
	JUDUL BERITA & MEDIA
	ANALISA
	TELAAHAN

	I. PEMERINTAHAN  

	1
	Tim Aset Tagih Janji Mendagri

Pikiran Rakyat 
	DPRD Kab. Tasikmalaya datangi Mendagri, meminta kepastian hukum soal penyelesaian polemik aset antara Pemkot Tasikmalaya dan Pemkab Tasikmalaya.
	Seluruh proses penyelesaian aset Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat diselesaikan melalui prosedur yang ada.

	2
	Perda Bank Jabar Mesti Diubah

Bandung Ekspres


	Bank Jabar – Banten (BJB) perlu dirubah menyusul tersendatnya penyertaan modal Pemprov Jabar senilai Rp209 milyar. Banten sudah terpisah dari Jabar. Penyertaan modal tahun 2008 sebesar Rp48 milyar hingga saat ini belum terserap. 
	Hal ini perlu ditindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas Bank Jabar. 

	3
	48 Orang Jadi Tersangka Bansos

Pikiran Rakyat


	Kejati Jabar telah menetapkan 48 tersangka dari 48 kasus dugaan korupsi Bansos. Rata-rata puluhan hingga ratusan juta rupiah. Modus yang digunakan berkedok proposal pengajuan kelompok tani, kelompok peternakan atau kegiatan sosial lainnya, tidak akan pandang bulu dalam memberantas oknum Bansos untuk disidangkan.
	Sebagai bahan informasi.

	4
	Direksi BUMN siap di Rombak

Republika
	Pemprov Jabar menyiapkan perombakan besar – besaran pada jajaran Direksi BUMN, pembenahan itu akan dilakukan setelah Pemprov Jabar mengganti sejumlah Direksi BUMN yang dinilai tidak berprestasi.
	Pemerintahan perlu merevitalisasi kelembagaan BUMN dapat menjadi perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan.

	II. PEMBANGUNAN

	1
	Pembangunan Infrastruktur Perlu Terobosan Baru

Proyek Tol Soreang – Pasir koja Kembali dikerjakan

Pikiran Rakyat
	Diperlukan terobosan baru agar terjadi percepatan dalam penyediaan jika sumber daya yang ada sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Pemerintahan perlu meningkatkan sinergi dengan pihak swasta sebagai solusi pembangunan infrastruktur.  
Pengerjaan proyek jalan tol Soreang – Pasir Koja (Seroja) kembali bergulir meskipun surat penetapan lahan pembangunan (SPLP) baru dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
	Sebagai bahan informasi.



	2
	KBIH lebih dilengkapi Rekomendasi DEPAG

Galamedia
	Pembuatan paspor hijau jemaah calon haji KBIH hatus memiliki rekomendasi dari kantor DEPAG
	DEPAG perlu menindak lanjuti pembuatan paspor hijau.

	3
	46% Jalan di Sumedang Rusak 

Seputar Indonesia
	Jalan milik Kab. Sumedang dalam kondisi rusak berat dan ringan, ruas jalan tidak bisa diperbaiki tahun ini karena anggaran rutin yang tersedia pada APBN 2009 hanya Rp2,9 milyar.
	Perlunya ditindak lanjuti oleh Pemda setempat

.

	III. SOSIAL KEMASYARAKATAN

	1
	Orang Tua Sayangkan Keterlambatan 

Tribun Jabar


	Keterlambatan pembagian buku pelajaran dari Pemprov Jabar disayangkan orang tua, seharusnya buku tersebut sudah bisa digunakan sejak pertama kali masuk sekolah, meski merupakan pengalaman pertama bagi Pemprov Jabar yang memberikan buku gratis, keterlambatan tidak perlu terjadi.
	Sebagai bahan informasi.

	2
	Taman Indah di Tengah Bangunan Cagar Budaya Nan Megah

Seputar Indonesia
	Gedung peninggalan kolonial Belanda kini telah menjadi pusat Pemprov Jabar. Diantara megahnya bangunan tua pada bagian belakang terdapat sebuah taman yang tak kalah menarik dan indah.
	Sebagai bahan informasi.


	3
	Pemprov Tak Bantu Bangun SOR

Galamedia
	Pemkab dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar dalam pembangunan SOR. 
	Pembanguna SOR di Kab/Kota bisa bertahap sesuai dengan APBD Kab/Kota.

	IV. EKONOMI DAN KEUANGAN

	1
	Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Kompas
	Pertumbuhan itu cenderung meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari seperempat pekerja mengandalkan sektor industri serta perdagangan sebagai mata pencaharian utamanya.
	Sebagai bahan informasi


	2
	NPL, Kartu Kredit di Jabar Naik

Bisnis Indonesia
	Penurunan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama yang membuat rasio NPL pada enam bulan pertama, periode puasa – lebaran biasanya naik 20%.
	Sebagai bahan informasi

	3
	LPE Jabar Positif PDRB Rp159,11 Triliun

Kompas 
	Peningkatan dipicu membaiknya kinerja beberapa sektor,pertumbuhan perekonomian di Jabar masih ditopang kinerja sektor riil.
	Sebagai bahan informasi.


        Bandung,  11 Agustus  2009





      Mahasiswa Peserta Kerja Praktek

             Putri Shafitri





               NIM. 41804033

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
RINGKASAN BERITA PENTING

TANGGAL 19 AGUSTUS  2009

	NO
	JUDUL BERITA & MEDIA
	ANALISA
	TELAAHAN

	I. PEMERINTAHAN

	1
	KBT Minim Dukungan

Pikiran Rakyat
	Rencana Pembentukan Kab. Bandung timur (KBT) kurang mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
	Sebagai bahan informasi

	2
	Izin Untuk memeriksa Ru’yat Sudah di Kejagung

Pikiran Rakyat
	Jika surat izin untuk pemerikasaan Wakil wali kota Bogor Achmad Ru’yat yang sudah berada di kejagung untuk disampaikan kepada Presiden SBY melalui Setneg, sudah turun,maka kejaksaan akan memeriksa yang bersangkutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD 2002 sebesar Rp.6,8 milyar. 
	Sebagai bahan informasi

	3
	Tersangka Bansos belum Ditahan

Seputar Indonesia
	Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka belum menahan tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) bernama Rifa`i, warga Desa Gandu, Kecamatan Dawuan.
	Penahanan yang bersangkutan masih dalam proses pihak terkait.

	
	
	
	

	II. PEMBANGUNAN 

	1
	Perbaikan Jalan Provinsi Rp1 T

Republika
	Dinas Bina Marga jabar menaksir kebutuhan dana untuk menuntaskan persoalan jalan rusak mencapai Rp1.02 triliun. Salah satu penyebab kerusakan pada jalan provinsi, yakni maraknya kendaraan berat yang melebihi kapasitas wajar.
	Kualitas jalan perlu ditindaklanjuti untuk mengantisipasi angkutan barang yang menjadi penyebab kerusakan jalan selama ini.

	2
	Pelebaran Nagreg harus Selesai H-10

Galamedia
	Polres Bandung meminta proyek pelebaran Jln. Nagreg selesai pada H-10 Lebaran untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada saat mudik lebaran nanti.
	Sebagai bahan informasi

	III. SOSIAL KEMASYARAKATAN

	1
	Penanganan Suspect H1N1 Sama dengan pasien Positif

Seputar Indonesia
	Berdasarkan catatan dinas Kesehatan jabar, dalam kurun waktu Mei-Juli 2009 telah terjadi 66 kasus flu babi, 18 vpasien positif flu babi dan 48 suspect. Pernyataan Depkes bahwa jumlah korban meninggal akibat virus flu babi di Indonesia sudah mencapai empat orang. Maka penanganan kepada pasien suspect dilakukan sama dengan pasien positif terkena flu babi.
	Dinas Kesehatan Provinsi perlu lebih intensif lagi dalam menangani kasus H1N1.

	2
	Gubernur, ”Kita harus menyayangi tubuh”

Galamedia
	Gubernur jawa Barat Ahmad Heryawan, mengajak para siswa SMPN 36 Bandung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam gerakan moral pencanagan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah penularan virus H1N1 dan penyakit lainnya dfi Jabar, di SMPN 36 Bandung.
	Pemerintah perlu terus sosialisasikan PHBS ke semua pihak dan kalangan.

	3
	Utang RSUD Cililin Disubsidi Pusat-Provinsi

Seputar Indonesia


	Assistent administrasi Pemkab bandung Djamu kertabudhi memberikan penjelasan bahwa tidak perlu membesar-besarkan mengenai permasalahan utang RSUD Cililin yang akan segera diselesaikan, dan direncanakan akan adanya bantuan atau subsidi dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi.
	Sebagai bahan informasi

	4
	Kemiskinan Masih Membelit Jabar

Kompas


	Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di pedesaan. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah miskin untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, kemiskinan sebagai salah satu akar aksi terorisme juga bisa berkurang.
	Pemerintah perlu memeratakan pembangunan kghususnya di daerah terpencil.

	IV. EKONOMI DAN KEUANGAN

	1
	Gubernur Nilai Wajar harga Sembako Naik 10%

Seputar Indonesia
	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di kota Bandung. Harga-harga kebutuhan pokok rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10%. Pemprov Jabar akan terus mengecek pergerakan harga kebutuhan pokok. Kepala Disperindag Jabar Agus Gustiar menambahkan, harga distributor kebutuhan pokok sudah menambah stok barang hingga 20% dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran tahun ini.
	Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga menjelang bulan suci ramadhan dan lebaran.

	2
	Jabar kekurangan Alat pos Ukur ulang

Pikiran Rakyat
	Alat timbang digital yang diberi nama pos ukur ulang untuk pertama kalinya ditempatkan di pasar Kosambi Jl. Ahmad Yani, Bandung. Selasa (18/80, bertepatan dengan kunjungan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk meninjau kebutuhan harga bahan pokok menjelang ramadhan 1430 H. Namun alat ini baru ada 2 unit terkendala oleh sebagaian besar pasar adalah milik kab./Kota. 
	Dinas perhubungan perlu memberdayakan dan mengaktifkan kembali pos timbangan.

	3
	Produksi Sawit jabar diprediksi Turun 30%

Bisinis Indonesia
	Kepala Seksi Pemasaran Produk Primer Dinas Perkebunan (Disbun) Jabar Ilyus Supriatna mengatakan rata-rata produksi vitas lahan sawit di Jabar bisa turun, dari 25 ton menjadi sekitar 20 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per Tahun akibat kekurangan air selama musim kemarau. 
	Penurunan tersebut diakibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan.

	4
	Kendaraan harus tetap Diawasi

Kompas
	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Jaringan Dinas Bina Marga Jabar Yeyet Hudayat menbyatakan, Pemprov Jabar menargetkan 90% jalan Provinsi dalam keadaan mantap, yakni sedang dan baik, pada 2010. Maka diperlukan dana Rp1.052 triliun untuk perbaikan jalan rusak dan peningkatan kondisi jalan dari sedang menjadi baik. Kemantapan jalan ditargetkan mencapai 89.19% pada akhir 2009.
	Pengawasan tersebut harus melibatkan instansi terkait.


Bandung, 19 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek







                  Putri Shafitri
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RINGKASAN BERITA PENTING

Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2009

	NO
	JUDUL  BERITA & MEDIA
	A N A L I S A
	TELAAHAN

	I. PEMERINTAHAN

	1.
	Panggar Minta Pemakluman Depdagri

Republika 
	Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Barat meminta Departemen Dalam Negeri untuk mempermudah proses pembahasan perubahan APBD Provinsi Jawa Barat karena masa bakti DPRD akan segera berakhir.


	Hal ini karena DRPD ingin merampungkan segala pekerjaan sebelum berakhir masa jabatannya.

	2.
	Provinsi Cirebon Hanya Menambah Separatis

Bandung Expres


	Menurut seorang prkatisi dan pengeamat hukum bandung Erdi D Soemantri SH, terlalu banyak kontra ebijakan  yang tidak pernah diselesaikan oleh Kabupaten dan Kota, hal ini menunjukan ketidakmampuan daerah menyelenggarakan keinginan membentuk Provinsi Cirebon. 


	Sebagai bahan kajian 

	3.
	Desember, Panwaslu Dibubarkan

Bandung Expres


	Sebelum pembubaran Panwaslu desember mendatang,  sebagai penanggungjawab Pemilu di Jabar Gubernur perlu mendapatkan lapporan kinerja panwaslu.
	Sebagai bahan informasi

	4. 
	Dinkes Jabar dilaporkan ke Kejaksaan

Tribun Jabar

Dinkes Jabar Diseret ke Kejati

Radar Bandung
	Koordinator Monitoring Community melaporkan adanya dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, diantaranya proyek pengadaan alat suntik senilai Rp. 4 miliar, peralatan kedokteran umum Rp. 11 miliar, peralatan kebidanan dan kandungan sebesar Rp. 8 miliar, peralatan kedokteran penunjang kegawatdarurartan Rp. 1,9 miliar, alat medis dan non medis Rp. 1.8 miliar dan pengadaan obat anti tuberculosis Rp. 6,3 miliar.

Menurut sekretaris panitia pengadaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pihaknya telah memenuhi prosedur sebagaimana tertuang dalam kepres 80 tahun 2003.


	Sebagai bahan informasi

	5.
	Pembatatan Melanggar UU KL

Pikiran Rakyat


	Menurut kepala BLPHD Provinsi Jawa Barat Kawasan Tangkuban perahu merupakan kawasan lindung dan memiliki fungsi ruang yang penting bagi kehidupan masyarakat, bahkan pihaknya akan menindak para penebang pohon liar di kawasan tersebut.
	BPLH perlu bertindak tegas kepada penabang liar.

	II. PEMBANGUNAN 

	1.
	Pemprov lelang 25 proyek jalan Rp. 50 miliar

Bisnis Indonesia
	Hal ini dilakukan unetuk mempercepat pemeliharaan dan perbaikan sarana jalan khususnya di pelosok Jabar.
	Sebagai bahan informasi

	III. SOSIAL KEMASYARAKATAN

	1.
	Heryawan Desak Pertamina

Tribun Jabar

Tingkatkan Dana CSR Pertamina

Kompas
	Dana Cooporate Social Responsibility (CSR) yang telah di keluarkan oleh Badan Usaha Milik Daerah telah mencapai Rp. 30 miliar.

Pemeprov mengharapakan adanya peningkatan hasil antara pertamina dengan pemerintah daerah.


	Peningkatan ini untuk mendukung pemerintah dalam mensejahteraan masyarakat.

	2.
	3 Tokoh Olahraga Jabar Dapat Pernghargaan

Galamedia
	Ketiga pernghargaan tersebut diberikan atas prestasi dalam cabor  terjun payung, bulutangkis dan dayung.
	Sebagai bahan informasi

	3.
	Penumpang Lebaran capai 1,99 juta orang

Bisnis Indonesia
	Dalam rangka penanganan arus mudik lebaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan 4.235 bu, 32 kereta api, 12 pesawat terbang dan 118 kapal untuk melayani para pemudik di Jabar.


	Sebagai bahan informasi

	4. 
	Dinkes Jabar dilaporkan ke Kejaksaan

Tribun Jabar
	Koordinator Monitoring Community melaporkan adanya dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, diantaranya proyek pengadaan alat suntik senilai Rp. 4 miliar, peralatan kedokteran umum Rp. 11 miliar, peralatan kebidanan dan kandungan sebesar Rp. 8 miliar, peralatan kedokteran penunjang kegawatdarurartan Rp. 1,9 miliar, alat medis dan non medis Rp. 1.8 miliar dan pengadaan obat anti tuberculosis Rp. 6,3 miliar.
	Sebagai bahan informasi

	5.
	Serapan Tenaga Kerja Jabar Lampui Target

Pikiran Rakyat
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menunjukan kinerja atas penyerapan tenaga kerja di Jabar sebagai wujud dari program prioritas Pemerintah Perovinsi Jawa Barat.


	Langkah tersebut terwujud setelah adanya sinergitas antar SOPD.

	IV. EKONOMI DAN KEUANGAN

	1.
	KUMKM Perlu Rekayasa Kredit

Pikiran Rakyat
	Ketua Dekopin  Jabar periode 2009-2014 mengemukakan masalah permodalan memang kerap mmenjadi probelm dalam mengembangkan koperasi di Jabar.
	Melalui Dekopin Koperasi di Jabar dapat ditingkatkan baik dari sisi permodalah maupun pengembangannya.

	2.
	Gubernur Intervensi Penyerahan Modal ke Bank Jabar

Galamedia
	Fraksi PDIP mengkaji kembali tentang permodalam ke Bank Jabar yang dierikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
	Sebagai bahan informasi


Bandung, 27 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek








                  Putri Shafitri
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Rekapitulasi Berita


PUBLIKASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2009

	NO
	JUDUL 

& MEDIA
	URAIAN
	PEJABAT /OPD
	WARTAWAN

	1
	Struktur Organisasi PT PBB Rampung Awal September

Republika 
	Struktur Organisasi PT. Persib Bandung yang belum sempurna menyebabkan terhambatnya bantuan anggaran dari Pemprov Jabar kepada PT. Persib Bandung Bermartabat.
	Pemprov Jabar
	Kie

	2
	Mewujudkan Aspirasi

Pikiran Rakyat
	Masyarakat Jabar terus menanti perbaikan di semua lini sebagai realisasi visi, misi dan janji Pemprov Jabar dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, kerusakan infrastruktur dan lingkungan serta melancarkan reformasi birokrasi dalam konteks pembangunan politik dan penetapan budaya politik.
	Pemprov Jabar


	Ketua DPRD JabarPeriode 2004-2009

	3
	Empat Kabupaten Minta Dimekarkan

Tribun Jabar
	Pemekaran Kabupaten baru yang diusulkan kepada Pemprov Jabar dan DPRD tersebut adalah Kab. Sukabumi Selatan, Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan. Namun sering kali pemekaran dihambat oleh Bupatinya yang memilki stigma, jika ada daerah yang ingin memekarkan diri, berarti itu kegagalan dirinya, papar Gunawan Undang, Ketua Presidium garut Selatan.
	Pemprov Jabar

Bappeda
	Ddh



	4
	Hindari Pembangunan Proyek Fisik

Kompas
	Anggota DPRD Jabar menghimbau Pemprov Jabar agar memprioritaskan pelaksanaan proyek – proyek non-fisik dalam APBD perubahan 2009. Alasannya karena waktu implementasi APBD perubahan 2009 yang hanya sekitar empat bulan dikhawatirkan tidak mencukupi untuk prioritas tender. Secara terpisah, Wagub Jabar menyatakan harapannya agar pimpinan definitive DPRD Jabar yang baru segera terbentuk.
	Wakil Gubernur Jabar

Pemprov Jabar
	Radi Saputro

	5
	Badan Bencana Alam Dibentuk

Seputar Indonesia
	Pemprov Jabar segera memiliki badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap BPBD bisa melakukan penanganan kedaruratan, evakuasi, penanganan pengungsi serta penanganan pasca bencana.
	Gubernur

Pemprov Jabar
	Radi Saputro

	6
	Memberantas Kemiskinan Baru Sebatas Rencana

Radar Bandung
	Menyadari kemiskinan, Pemerintah bukannya bertindak, malah mengembangkan rencana. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bahwa menurutnya alokasi anggaran pemeliharaan dan p0eningkatan jalan provinsi di Jabar anggaran 2010 naik menjadi Rp1 Triliun.
	Gubernur
	Dni

	7
	Ahmad Heryawan Bantah Intervensi Panitia Anggaran

Galamedia
	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membantah melakukan intervensi terhadap Panitia Snggaran DPRD Jabar, terkait penyertaan modal ke Bank jabar sebesar Rp209 miliar. Menurutnya, kedatanggannya ke panggar atas undangan Ali Hasan, anggota Pangar DPRD Jabar.
	Gubernur
	B.83

	8
	Masih Diragukan, Jalur Alternatif Kanci-Pejagan

Pikiran Rakyat
	Seseorang staf Dinas Perhubungan Jabar meminta sejumlah pihak untuk tidak merekomendasikan jalan tol sebagai jalur alternatif nkalau memang belum siap, karena malah membahayakan pengguna jalan.
	Dinas Perhubungan
	A-92

	9
	DPRD & Pemprov jabar Dukung Pembangunan SOR

Pikiran Rakyat
	Percepatan pembangunan sarana- sarana olah raga (SOR) di Jabar mendapat sinyal positif dari DPRD dan Pemprov Jabar setelah dipastikan ,emdapat alokasi dana dari APBD 2009.
	Pemprov Jabar
	A-126

	10
	Jawa Barat Kekurangan Rumah

Pikiran Rakyat
	Kepala Dinas Pemukiman dan perumahan Provinsi Jabar Yerry Yqanuar menuturkan tim percepat perumahan di Jabar tidak hilang. Namun, dengan struktur organisasi Pemprov yang baru, tim tersebut mengalami pembaruan.
	Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Prov. Jabar.
	A-135

	11
	Pemprov Tetapkan lahan Proyek tol Seroja

Republika


	Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menebitkan Surat Penetapan Lahan Pembangunan (SPLP) Tol Seroja yang memakan lahan sekitar 111 hektare. Pemkab dan Pemkot Bandung, Pemprov Jabar dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) menyebutkan kebutuhan dana pembangunan dana pembebasan lahan untuk proyek itu mencapai Rp1.1 triliun.
	Gubernur

Pemprov Jabar
	san

	12
	Kemiskinan Harus Dijadikan Prioritas Kerja DPRD Jabar

Pikiran Rakyat
	”ingat,baik Parlemen maupun Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf adalah para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Mereka harus mampu menahan diri dengan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada pengadaan barang untuk mereka sendiri.” Ujar Indra Perwira.

(+Foto 100 orang anggota DPRD Jabar hasil pemilu 2009 yang akan dilantik pada acara rapat Paripurna Istimewa (31/08).
	Gubernur

Wakil Gubernur
	A-156

	13
	Jabar Butuh Ruang pertemuan

Bisinis Indonesia


	Gubernur Jabar meminta pemerintahan kota / kabupaten segera membangun ruang pertemuan (convention hall) untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa memamerkan produknya.
	Gubernur
	K35

	14
	Disiapkan 12600 Tenaga kesehatan

Kompas
	Dinas kesehatan Jabar menyiapkan 12600 personil medis guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2009. Mereka diprioritaskan menagngani kesehatan dibeberapa titik rawan seperti sumber kemacetan, tempat pariwisata dan lokasi rentan kecelakaan lalu lintas. Dinkes Jabar juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam amembangun 108 pos kesehatan dan menempatkan 509 mobil ambulance siaga.
	Dinas kesehatan
	CHE

	15
	Komplikasi H1N1 Bisa lebih mematikan

Pikiran Rakyat
	Kepala bidang Bina Penyehatan lingkungan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jabar Vita Rosemary mengatakan virus H1N1 menjadi mematikan jika berkomplikasi dengan penyakit infeksi lain. Kepala Dinas Kesehatan alma lucyati mengingatkan masyarakat jangan terlena dengan flu babi dan melupakan flu burung.
	Dinas Kesehatan Jabar
	Rudini

	16
	Mau Tugu, Minta ke Pemprov

Radar Bandung
	Yayasan Unwim didirikan oleh Pemprov sebagai pelaksanapendidikan Perguruan tinggi Unwim, maka Tugu tersebut terdapat dalam lingkup kampus Unwim.
	Pemprov Jabar
	tri

	17
	Memanen Nestapa di Muara Cilamaya

Pikiran Rakyat
	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPLHD Kab. Karawang Unang Saefudin meragukan Pemda setempat mampu berbuat banyak, pasalnya dia hanya memiliki enam anak buah sementara jumlah perusahaan yang mesti diawasi di seluruh Karawang lebih dari 500. 
	Pemprov Jabar
	Dewiyatini/Catur Ratna/Ag.Tri Joko Heriadi

	18
	Disdik Mulai rintis Sekolah Satu Atap

Galamedia
	Disdik Jabar mulai bmerintis pembangunan sekolah satu atap di Jabar.
	Dinas Pendidikan
	B.81

	19
	Selamatkan Budaya Lokal

Pikiran Rakyat
	Foto wagub ”Saya mengajak DPRD baru bekerjasama menyelamatkan produk budaya daerah yang terancam punah. Saat ini produk lokal menghadapi ancaman serius”.
	Wakil Gubernur
	Wakil Gubernur 

	20
	Angkutan lebaran Tahun 2009 memadai

Kompas
	Menghadapi Lebaran 1430 H, Dishub provinsi Jabar telah mempersiapkan angkutan lebaran dengan kapasitas total 4,7 Juta tempat duduk.
	Dinas Perhubungan
	Luhur


Bandung, 28 Agustus 2009
Mahasiswa Peserta Kerja Praktek
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5�
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